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ULJ No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta
peraturan pelaksanaannya yaitu PP No, I Tahun 1975 me-
nganut asas monogami. Nalaupun dernikian ketentuan ini
tidak mutlak, karena dalam hal-hal tertentu seorang
suarni diperkenankan beristeri lebih dari seorang apabi-
la mernenuhi alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam
dalarn ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1?74 dan
pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai syarat-sya-
rat yang harus dipenuhi untuk berpoligami - Mengenai ini
tidak ditujukan kepada sErmua warganeqara Indonesia, ka-
rena keseluruhannya i.ni adal.ah tergantung pada hukum
agama dan kepercayaan masing-nasing.maksudnya diperke-
nankan dan tidaknya seseorang berpoligami adalah berda-
sarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, se-
hingga apabila melarangnya berarti poligami menjadi ti-
dak sah. Dikatakan tidak sah karena sesuai dengan ke-
tentuan pasal 2 ayat 1 UU No. I Tahun 1974 yang menen-
tukdn perkawinan adalah sah apabila dilakukan rnenurut
hukum agamanya dan kefpercayaannya masing-masing.
Selain alasan dan syarat-syarat sebagaimana di-
kemukakan di atas, masih terdapat syarat yang Lain yang
bol.eh dikatakan sangat menentukan apabila dibendingkan
dengan syarat yang lain. Syarat tersebut adalah jaminan
perlakuan adil dari suami kepada i ster i 
-i sterinya dan
anaknya sebagaimana. tertuang dalam dalam ketentuan pa-
sal 41 (d) PP No.9 Tahun 1975. Jaminan perlakuan adil
ini haFuE didukunq oleh penghasilan suami yang diteri-
manyadalam setiap bulan. Bagi suami yang bekerja seba-
gai pegawai neqeri diperoleh dari atasannya persetujuan
poligami dan penghasilan yang diterimanya dan apabila
tidak bekerja surat keterangan penghasilan diperoleh
dari Lurah diketahui oleh Camat.
Alasan-alasan dan syarat-syarat serta pernyataan
jaminan adil yang dikuatkan oleh atasan masing-masing
yang berkaitan dengan penghasilan dan Lurah yang dike-
tahui oleh .tramat bagi yang tidak bekerja diajukan ber-
sama-sarna pada hakim untuk mernpero.leh penetapan dan di-
ikuti pula keharusan hadir isteri-isteri untuk membuat
surat pernyataan tidak keberatan untuk dirnadu yang di-
buat serara tertulis dan dapat pula secara lisan tetapi.
harus diucapkan di depan sidang pengadj. 1an, Apabila su-
rat pernyataan dan surat-surat lain tersebut dikabulkan
dan memperoleh penetapan hakirn berarti rnempunyai keku-
atan petnbuktian yang otentik. Surat pernyataan perlaku-
an adil ini berarti merupakan suatu janji atau perjan-
jian yang dibuat suami terhadap isteri-iste5i dan anak-
nya. Karena merupakan suatu perjanjianr tnaka seharusnya
diberikan suatu sanksi keberadaannya. OIeh karena suatu
perjanj ian rnaka yang dipermasalahkan adalah, sampai se-
jauh mana eksistensi atau keberadaan surat pernyataan
dalam kete,ntuan pasal 41 (d) PP No.9 Tahun 1975 seba-
gai syarat pol igami ?
Penyusunan skripsi ini selain didasarkan pada
studi kepustakaan juga didukung adanya wawancara pada
instansi tertentu yang dirasa ade relevansinya dengan
masalah yang dibahas. Hal ini. dilakukan agar dapat pem-
bahasannya didukung oleh suatu data yang valid, sehing-
ga dalam memberj.kan jawabannya akan diperoleh suatu ja-
waban yang sempurna atau mendekati kesempurnaan,
Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan masalah
menggunakan metode juridis normatif yang mendasarkan
pada sistematika peraturan perund ang 
-undangan beserta
asaE-esasnya yang mernpunyai kekuatan mengikat, Data-
data tersebut bersumberkan pada bahan hukum primer yai-
tu berupa peraturan perundang-undangan yang bersj.fat
mengikat yang akan dijelaskan oleh bahan hukum sekunder
yang diperoleh dari wawancara. Kemudj.an data dikumoul-
kan melalui membaca, mempelajari, mengindentifikasi dan
,nenqklasifikasi data yang ada sedang bahan hukum sekun-
der di.kurnpulkan rnelalui wawancara secara langsung de-
ngan instansi P,A. Kotamadya Surabaya. Selanjutnya di-
olah secara deduktif maksudnya didasarkan pada ketentu-
an-ketentuan mengenaj. poligami pada umumnya ditarik ke
dalam hal yang bersifat khusus mengenai surat pernya-
taan berlaku adil. Kernudian dianalisis menggunakan me-
tode deskriptif analisis yaitu menganalj.sis berdasarkan
peratur perundang-undangan dengan kenyataan yang ada
dimaksudkan agar memudahkan dalam pErnuangan permasalah-
an yang ada dalan skripsi ini.
Berdasarkan kenyataan yang diperoleh menunjukkan
bahwa keberadaan surat pernyataan khususnya bagi yang
beragatfla IsIam adalah mutlak, karena ternyata Surat An
Nissa hukumnya adalah sunnah maksudnya bila dilanggar
tidak berdosal tetapi bila ditinggalkan berpahala. Oleh
karena keberadaannya adalah mutlak dan berbentuk pene-
tapan hakim yang berisikan tentang suatu janji berlaku
adil, maka surat pernyataan tersebut adalah otentik.
Sehingga memang seharusnya dalam pelaksanaannya apabila
ternyata ,nenyirnpang dari surat pernyetaan terhadap sua-
mi tersebut diberikan suatu sanksi berupa tuntutan gan-
ti rugi dari i steri 
-i sterinya. Ketentuan yang denikian
ini tertera dalam surat pernyataan perldkuan adil yang
berkaitan dengan sanksi tersebut,
Bertitik tolak dari urai.an tersebut di atas da-
pat disimpulkan bahwa keberadaan surat pernyataan ber-
Iaku adil adalah nutlak dan surat pernyataan ini hanya-
lah salah satu sayrat saja sebagai upaya untuk berpoli-
gami yang diharuskan adanya dukungan dari alasan dan
syarat-syarat yang la j.n sebagaimana tertuang dalarn pa-
sal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 Uu No. 1 Tahun 1974 dan
adanya surat pernyatean dari isteri-isterinya mengenai
kesanggupan untuk dimadu. Sehingga dapat dikatakan sya-
rat-syarat tersebut secara keseluruhan adalah mutlak
diperlukan dalam arti apabila salah satu syarat saje
tidak terpenuhi, maka jelas permohonan untuk berpoliga-
mi yang diajukan tidak akan diterima, atau permohonan-
nva akan ditolak.
